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“Kesabaran adalah kunci untuk mencapai kesuksesan.”
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ABSTRAK

Dalam konteks pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana di Dinas
Perdagangan, tugas utama bidang Sarana Perdagangan adalah melaksanakan
penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan
teknis, pengawasan, pengendalian, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan di bidang
Sarana Perdagangan. Fungsi dari bidang ini meliputi penyusunan dan pelaksanaan
rencana program dan kegiatan sesuai dengan tugasnya, pembangunan dan
pengelolaan sarana distribusi perdagangan, fasilitasi terhadap sarana distribusi
perdagangan yang dikelola di wilayah kerjanya, pembinaan terhadap pengelola
sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya, pembuatan laporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, sistem pengendalian intern
pemerintahan, serta tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari segi kedudukan dan tupoksi (tugas dan fungsi) Dinas Perdagangan
sendiri memiliki berbagai fungsi yang mencakup pengoordinasian perencanaan
penyelenggaraan urusan perdagangan, perumusan kebijakan teknis di bidang
perdagangan, pembinaan usaha dan kemitraan perdagangan, pengelolaan pasar
rakyat, pengawasan dan pengendalian perdagangan, pelayanan perizinan di bidang
perdagangan, serta berbagai fungsi lainnya yang mendukung kelancaran aktivitas
perdagangan.

Kunci : Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Xiv



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang vital dalam
penyelenggaraan perdagangan, karena itu apabila sarana dan prasarana
kurang mendukung, maka penyelenggaraan atau pelaksanaan proses
perdagangan tidak dapat berjalan dengan baik. Begitupun sebaliknya,
sarana dan prasarana yang mendukung dan lengkap akan memudahkan
proses perdagangan, karena dengan lengkapnya sarana dan prasarana akan
memberi variasi pada proses perdagangan.

Bidang Sarana dan Prasarana Industri di Disperindag DI'Y memiliki
tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana industri. Fungsi
yang dilakukan dalam bidang ini antara lain penyusunan program kerja,
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan standardisasi
dan sertifikasi produk, pembinaan Industri Hijau, fasilitasi pengembangan
wilayah pusat pertumbuhan industri, dan pengelolaan data dan sistem
informasi industri.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta memiliki
tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pemberdayaan pasar tradisional,
termasuk pengelolaan sarpras fisik, peningkatan kebersihan pasar,

peningkatan keamanan pasar, peningkatan kesanggupan pedagang, dan



peningkatan serta mengembangkan inovasiDinas Perdagangan Kota
Yogyakarta memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan
pengelolaan sarpras, termasuk pengkoordinasian penyelenggaraan
pengawasan dan pengendalian  perdagangan, pengkoordinasian
penyelenggaraan pelayanan perizinan, pengkoordinasian pengelolaan data
dan informasi Dinas, dan pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan

kearsipan dan perpustakaan Dinas.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya,
masalah penelitian yang dapat dirumuskan penulis, yaitu :
1. Bagaimana cara pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana di
dinas perdagangan?
2. Bagaimana  pemerintah melakukan Pembinaan teknis,
pemantauan,koordinasi sarana pendukung dalam pelaksanaan

pengelolaan sarana dan prasarana di dinas perdagangan?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai
berikut.
1. Untuk mengevaluasi efektivitasi pengelolaan sarpras Di Dinas

Perdagangan Yogyakarta



2.

Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sarpras Di Dinas

Perdagangan Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

1.

Bagi Penulis

Untuk mendapatkan pengalaman baru mempunyai penelitian
tersendiri terhadap suatu barang jasa yang memberi pengaruh besar
bagi masyarakat dan mampu menyelesaikan tugas akhir dengan baik
dan benar.

Bagi Sekolah Tinggi llmu Bisnis Kumala Nusa Y ogyakarta

Untuk menambahkan referensi bagi perpustakan Sekolah Tinggi limu
Bisnis Kuala Nusa Yogyakarta.

Bagi Masyarakat

Untuk meningkatkan kemudahan akses dan kenyamanan berdagang.
Bagi Sarpras Di Dinas Perdagangan Yogyakarta.

Dapat membantu instansi dalam mengerjakan kegiatan operasional
yang bersifat rutin serta mendapatkan masukan dan ide-ide dari
mahasiswa yang bersifat umum untuk memecahkan masalah dalam

lingkungan kerja.



BAB Il

LANDASAN TEORI

A. Pelaksanaan

1.

Definisi Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk
melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan
dan ditetapkan dengan melangkapi segala kebutuhan alat-alat yang
diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya
dan kapan waktu dimulainya.

Menurut Wiestra, dkk (2014) pelaksanaan adalah usaha-usaha yang
dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah
dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat
yang diperlukan, siapa yang akan dilaksanakan, dimana tempat
pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Pelaksanaan adalaah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu
berawal dari kebijakan guna mencapai suatau tujuan maka kebijakan itu
diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Fungsi Pelaksanaan

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo (2010), pengertian pelaksanaan
ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari
kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan

dalam suatu program dan proyek.
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Berikut adalah beberapa fungsi utama pelaksanaan:

Mengimplementasikan Kepemimpinan, Pembinaan, dan Motivasi.

Fungsi ini bertujuan untuk mendorong karyawan agar bekerja
dengan semangat dan dedikasi tinggi dalam mencapai tujuan

bersama.

Mendelegasikan Tugas dan Memberikan Penjelasan Pekerjaan

Pemimpin perlu mendelegasikan tugas kepada karyawan yang tepat
sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka. Selain itu,
pemimpin juga perlu memberikan penjelasan yang jelas tentang
tugas dan tanggung jawab setiap karyawan, serta target yang harus
dicapai. Hal ini dapat membantu karyawan untuk memahami apa
yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka dapat

berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi.

Menjelaskan Kebijakan dan Prosedur.

Karyawan perlu memahami kebijakan dan prosedur yang berlaku
dalam organisasi agar mereka dapat bekerja dengan efektif dan

efisien. Pemimpin perlu menjelaskan kebijakan dan prosedur ini
dengan jelas kepada karyawan, serta memastikan bahwa mereka

mematuhi aturan yang telah ditetapkan.



4 Memonitor dan Mengevaluasi Kinerja

Pemimpin perlu memantau dan mengevaluasi Kinerja karyawan
secara berkala untuk memastikan bahwa mereka bekerja sesuai
dengan rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan.

5 Mengatasi Hambatan dan Permasalahan
Dalam proses pelaksanaan, seringkali terdapat hambatan dan
permasalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan.
Pemimpin perlu proaktif dalam mengidentifikasi dan mengatasi
hambatan dan permasalahan ini agar proses pelaksanaan dapat
berjalan dengan lancar.

6 Meningkatkan Keterampilan dan Pengetahuan Karyawan
Pemimpin perlu membantu karyawan untuk meningkatkan
keterampilan dan pengetahuan mereka agar mereka dapat bekerja
dengan lebih efektif dan efisien.

7 Menciptakan Budaya Kerja yang Positif
Budaya kerja yang positif dapat membantu meningkatkan motivasi

dan produktivitas karyawan.

B. Pengelolaan
1. Difinisi Pengelolaan
Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada
semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian

tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah hingga



menjadi baik berarti memiliki nilai-nilai yang tinggi sesuatu dari semula.

Pengelolaan dapat juga diartikan untuk melakukan sesuatu agar lebih

sesuai serta cocok dengan ebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Pengertian  Pengelolaan menurut Moekijat (Suawa,2021)
mengemukakan pengertian pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang
terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan
yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan
cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain.

Kegiatan pengelolaan properti penunjang kegiatan perdagangan
khususnya pasar telah diatur dalam beberapa peraturan yang disusun
oleh intansi terkait. Peraturan yang digunakan merupakan peraturan yang
bersifat umum serta yang bersifat spesifik yakni mengenai pembangunan
dan penataan pusat perbelanjaan.

Jenis-jenis Pengelolaan

Jenis-jenis pengelolaan menurut Henri Fayol (1949) adalah sebagai
berikut.

1) Teori Administrasi industry dan umum: Fayol menekankan petingnya
perencanaan, pengorganisasian,pengarahan,koordinasi, dan
pengedalian dalam pengelolaan

2) Proses manajemen : Fanyol mendifinisikan 5 tahap utama dalam
proses manajemen:

1) Peramalan (forecasting)

2) Perencanaan (planning)



3) Perorganisasian (organizing)

4) Pengarahan (commanding)

5) Pengendalian (controlling)
Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada

seperti,sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu
organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat
menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna
mencapai tujuan yang diinginkan.Pengelolaan dibutuhkan dalam semua
organisasi, karena tanpa adanya pengelolan atau manajemen semua usaha
akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa
tujuan pengelolaan :

a. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.

b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling
ertentangan.Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan
antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang
saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu
organisasi.

c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat
diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum
yaitu efisien dan efektivitas. Tujuan pengelolaan akan tercapai jika

langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara



tepat, Afifiddin (2010) menyatakan bahwa langkah- langkah

pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)

10)

Menentukan strategi

Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab

Menentukan target yang mencakup Kriteria hasil, kualitas dan
Batasan waktu.

Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan
efisiensi

Menentukan ukuran untuk menilai g. Mengadakan pertemuan
Pelaksanaan.

Mengadaan penilaian

Mengadakan review secara berkala.

Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-
ulang.

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak

akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan

prasarana secara efektif dan tercapai efesien agar tujuan organisasi.

C. Sarana dan Prasarana

1. Difinisi Sarana dan Prasarana

Sarana adalah alat langsung yang digunakan untuk mencapai

tujuan tertentu. Istilah ini merujukan pada benda bergerak yang dapat
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dioperasikan dan dimanfaatkan secara langsung dalam suatu aktivitas.
Contoh, buku, pulpen, computer, meja, kursi.alat tulis, dan lain-lain.

Sedangkan prasarana adalah  penunjang utama yang
memungkinkan sarana befungsi dengan baik. Istilah ini merujuk pada
benda tidak bergerak yang menjadi landasan atau infrastruktur dasar dalam
suatu kegiatan. Contohnya Gedung,stadion,kantor dan lain-lain.

Menurut Hamalik (2008) sarana adalah segala sesutau yang
dapat dipakai sebagat alat untuk mencapai tujuan, Sedangkan prasarana
adalah segala sesuatu yang merupahkan dasar atau tempat untuk
melakukan kegiatan.

Tujuan Administrasi Sarana dan Prasarana

Secara umum, tujuan administrasi sarana dan prasarana adalah
memberikan pelayanan secara professional dibidang sarana dan prasarana
dalam rangka terselenggaranya proses adiministrasi kantor secara efektif
dan efisien. Seara khusus, administrasi sarana dan prasarana memeiliki
tujuan,Sebagai berikut.

a. Mampu menyiapkan data dan informasi dalam rangka menentukan
dalam menyusun rencana kebutuhan barang.

b. Mampu memeberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau
pendoman dalam pengadaan barang.

c. Mampu memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaaan

barang.



d.

e.
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Mampu memberikn data informasi dalam rangka memudahkan
pengeawasan dan pengendalian barang.
Mampu memberikan data dan informasi dalam rangka control serta

eveluasi sarana dan prasarana dalam perusahan/instansi.

Fungsi Administrasi Sarana dan Prasarana

Administrasi sarana dan prasarana memiliki beberapa fungsi,

sebagai berikut.

Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan

Meningkatkan produktivitas kerja

Meningkatkan hasil kerja yang berkualitas dan terjamin

Memberi dan melengkapi fasalitas untuk segala kebutuhan yang
didperlukan dalam peroses penyelenggaraan aktivitas di kantor.
Menimbulkan rasa nyaman dan puas bagi pihak yang
berkepentingan dalam pekerjaan.

Memberikan konsultasi yang opimal terhadap instansi, baik

pemerintah maupun swasta.

Prinsip-prinsip Administrasi Sarana dan Prasarana

a.

Prinsip Percapaian Tujuan

Dalam prinsip ini, administrasi sarana dan prasarana dapat
diberhasilkan apa bila semua fasilitas yang disediakan siap digunakan.
Prinsip Efisiensi

Dalam prinsip ini, penggunaan semua fasilitas dilakukan dengan

perencanaan yang dilengkapi dengan petunjuk teknis.
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Prinsip Administrasi
Dalam prinsip ini, pengelolaan pelengkapan sarana dan prasarana
hedaknya selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, intrksi,

dan pendoman yang telah diberilakukan oleh pihak berwenang.

Prinsip Kejelasan Tanggung Jawab

Dalam prinsip ini, suatu organisasi atau perusahan hrus mampu
menguraikan dan mendeskripsikan tugas serta tanggung jawab dari
setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan sarana dan prasarana
perusahan secara jelas.

Prinsip Kekohesifan

Dalam prinsip ini, manajemen perlengkapan di kantor harus

terealisasikan dalam proses kerja kantor yang kompak.



BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan Metode
Wawancara (Interview), Pengamatan (Observasi), Dokumentasi, metode
pengumpulan data lainnya untuk menyajikan respon-respon dan perilaku
subjek. Jenis Penelitian yang dilakukan penulis yaitu secara Kualitatif.

Menurut (Moleong 2007) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang
bermaksud untuk memahami Fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek
Penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara
holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu
konteks khususnya yang almiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode
yang biasanya di manfaatkan adalah Wawancara (Interview), Pengamatan

(Observasi), Dokumentasi.

B. Objek Penelitian
Objek peneliti yang menjadi sasaran dari penelitian ini adalah Di Dinas
Perdagangan Pasar Beringharjo Yogyakarta, yang diteliti adalah Pelaksanaan
Pengelolaan Sarana dan Pasrana (Sarpras) Di Dinas Perdagangan Pasar

Beringharjo Yogyakarta.

12
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C. Jenis Data

1.

Data Primer

Menurut Sugiyono (2018) Data primer yaitu sumber data yang
langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan
sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek
penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang
didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer
Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018) data sekunder yaitu sumber data yang
tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat
orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber
data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan,
buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai
sistem pengendalian internal atas sistem dan prosedur penggajian dalam

usaha mendukung efisiensi biaya tenaga kerja.

D. Metode Pengumpulan Data

Data Sekunder adalah data-data dimana penulis memperoleh informasi,

keterangan-keterangan berasal dari dokumen, laporan dan arsip dari pihak

terkait.

1.

Metode Observasi
Teknik observasi digunakan untuk mendapatkn data dari suatu

keadaan dan gejala-gejala tertentu. Observasi meliputi kegiatan pemusatan
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perhatian terhadap suatu objek dengan sistematika fenomena yang
diselidiki Menurut Suharsimi Arikunto (2002) Observasi dalam penelitian
ini dilakukan dengan mengamati Pelaksanaan Pengelolaan Sarana dan
Prasarana Di Dinas Perdagngan Yogyakarta.
2. Metode Wawancara
Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan
wawancara lansung kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang
diteliti yaitu Pelaksanaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Di Dinas
Perdagangan Yogyakata.
3. Metode Dokumentasi
Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data
yang menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik itu
Pelaksanaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Di Dinas Perdagangan

Yogyakarta.

E. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian di Dinas
Perdagangan Yogyakarta Yaitu anaisa deskritif. Anaisa deskritif digunakan
unuk menjelaskan dan mendeskripsikan Pelaksanaann Pengelolaan Sarana dan

Prasarana (SARPRAS) Di Dinas Perdagangan Yogyakarta.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

1.

Sejarah Dinas Perdagangan kota Yogyakarta

Dinas Perdagangan merupakan perangkat daerah yang membantu
Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
Perkembangan kelembagaan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta di
awali dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1
Tahun 1965 pada tanggal 26 Maret 1965 tentang Susunan Administrasi,
Kantor dan Pegawai Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta, dimana
dalam peraturan daerah tersebut ditetapkan pembentukan Kantor Urusan
Pasar Kotapraja Yogyakarta yang memiliki tugas pokok yaitu
menyediakan, mengatur dan mengurus tempat-tempat untuk berjualan,
melakukan pemungutan bea atau sewa toko, kios, los, gudang, tanah, dan
tempat-tempat lainnya, mengatur dan menjaga ketertiban dan keamanan
dalam komplek pasar, dan menjaga kebersihan tempat dagangan guna
kesehatan pandangan dan barang dagangannya.

Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Perdagangan melaksanakan
tugasnya didukung oleh unit kerja yang terdiri dari: Bagian Umum, Bagian
Pengawasan, dan Bagian Lingkungan, untuk dinas Pasar masuk pada
Bagian Umum.Pada tanggal 23 Februari 1987 ditetapkan Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

15
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Kerja Dinas Pasar Kota madya Daerah Tingkat Il Yogyakarta, yang
memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan urusan rumah tangga daerah di
bidang urusan pasar. Untuk melaksanakan tugasnya didukung oleh unit
kerja yang terdiri dari : Kepala Dinas, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Bina
Program, Seksi Pendapatan, Seksi Keamanan dan Ketertiban, Seksi
Kebersihan, dan Seksi Pemeliharaan. Seiring dengan adanya otonomi
daerah pada Tahun 2000 terjadi perubahan kelembagaan pada Dinas Pasar
dengan ketetapannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun
2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pengelolaan Pasar tanggal 22 Desember 2000.

Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian
kewenangan daerah di bidang pengelolaan pasar. Untuk melaksanakan
tugasnya di dukung oleh unit kerja yang terdiri dari : Kepala Dinas, Sub
Bagian Tata Usaha, Sub Dinas Data dan Pendapatan, Sub Dinas
Pengembangan, Pemeliharaan, dan Kebersihan, Sub Dinas Keamanan dan
Ketertiban, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada tahun 2005 dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pengelolaan Pasar tanggal 15 November 2005. Nomenklatur tetap sama
tetapi strukur organisasi di dalamnya berubah. Untuk melaksanakan
tugasnya di dukung oleh unit kerja yang terdiri dari: Kepala Dinas, Bagian
Tata Usaha, Bidang Pendapatan, Bidang Pemeliharaan, Kebersihan,

Ketertiban, dan Keamanan, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok
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Jabatan Fungsional. Pada tanggal 29 November 2008 dikeluarkan lagi
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.
Dalam Perda ini Dinas Pengelolaan Pasar mengalami perubahan struktur
organisasi, yakni : Sekretariat, Bidang Pemeliharaan Sarana Prasarana,
Kebersihan, dan Keamanan, Bidang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan
Retribusi, Bidang Pengembangan, UPT, dan Kelompok Jabatan
Fungsional. Pada tahun 2016 terjadi perubahan kelembagaan di
pemerintah Kota Yogyakarta dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta pada tanggal 20 Oktober 2016. Di tahun ini Dinas
Pengelolaan Pasar digabung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Pengaturan lebih lanjut terkait dinas ini ditetapkan Peraturan Walikota
Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Yogyakarta pada tanggal 21 Oktober 2016. Dinas ini merupakan unsur
pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan
serta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian
dan Perdagangan. Adapun struktur organisasi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, yakni : Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Bimbingan Usaha
Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan, Bidang Bimbingan

Teknis dan Sarana Prasarana,
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Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban Pasar, Bidang Penataan,
Pengembangan dan Pendapatan Pasar, UPT, dan Kelompok Jabatan
Fungsional. Pada tanggal 20 Mei 2020 dikeluarkan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Yogyakarta. Terjadi perubahan nomenklatur yang ditindaklanjuti dengan
dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Perdagangan pada tanggal 11 November 2020. Dinas Perdagangan
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah, Dinas ini mempunyai tugas membantu Walikota
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Untuk
mengampu tugasnya, Dinas Perdagangan dibantu Unit Pelaksanaan Teknis
sebanyak 5 (lima) unit yang terdiri dari : UPT Pasar Satwa dan Tanaman
Hias Yogyakarta (PASTY), UPT Metrologi, UPT Pusat Bisnis, UPT
Pemungutan Retribusi Wilayah 1, UPT Pemungutan Retribusi Wilayah 11
Adapun susunan organisasi dari Dinas Perdagangan, yakni : Kepala Dinas,
Sekretariat, Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan
Perdagangan, Bidang Pasar Rakyat, Bidang Ketersediaan Pengawasan dan

Pengendalian Perdagangan, UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Visi Misi, dan Motto Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta
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19

Terwujudnya Sektor Perdagangan sebagai Pusat Pengembangan

Perekonomian, Wisata dan Edukasi

b. Misi

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Meningkatkan promosi dan pengembangan perdagangan
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian perdagangan
Memperahankan Kota Yogyakarta sebagai Daerah Tertib Ukur
(DTU) dalam rangka pengawasan dan pengamanan perdagangan
Mewujudkan sarpras, kebersihan, keamanan, dan ketertiban pasar
yang mampu mengikuti perkembangan untuk kenyamanan
pengguna pasar

Mewujudkan penataan pemanfaatan lahan yang produktif dan
inovatif guna mendukung optimalisasi pendapatan
Meningkatkan pemberdayaan pedagang pasar tradisional
Meningkatkan pendapatan melalui sistem yang mampu mengikuti

perkembangan

c. Motto

Pasare Resik, Atine Becik, Rejekine Apik, Sing Tuku Ora Kecelik

Struktur Dinas Perdagangan (Pasar Beringharjo Yogyakarta)

Dalam menjalankan suatu perusahaan, tentunya tidak terlepas dari

struktur organisasi. Berikut struktur organisasi yang ada pada dinas

perdagangan (Pasar Beringharjo Yogyakarta) yaitu:
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN (PASAR
BERINGHARJO YOGYAKARTA)

KEPALA DINAS

KELOMPOK JAHATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

|

SUBHBAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUBEAGIAN KEUANGAN

KELOMPOK SUBSTANSI
FERENCANAAN EVALUASI
DAN PELAFORAN

BIDANG BIMBINGAN USAHA
FROMOSI DAN KEMITRAAN
PERDAGANGAN

S

KELOMPOK SUBSTANS]
1 BIMBINGAN USAHA DAN
PFROMOS! PERDAGANCAN

KELOMPOK SUBSTANSI
KEMITRAAN DAN
PENGEMBANGAN

PERDAGANGAN

|

BIDANG PASAR RAKYAT

HIDANG KETERSEDIAAN
PENCGAWASAN DAN
FENGENDALIAN
PERDAWGANGAN

1

S

KELOMPOK SUBSTANSI
SARANA DAN PRASARANA
PASAR

KELOMPOK SUBSTANSI
PENGAWASAN
PERDAGANGAN

KELOMPOK SUBSTANSI
KEBERSIHAN DAN
KEAMANAN PASAR

KELOMPOK SUBSTANSI

KETERSEDIAAN DAN
FENGENDALIAN HARGA

|

KELOMPOK SUBSTANSI
PEMBINAAN DAN PENATAAN
PASAR

um

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan (Pasar Beringharjo Yogyakarta)

4. Personalia/SDM

Yogyakarta)

Dinas

Perdagangan

(Pasar

Beringharjo

Nominatif Pegawai Instansi Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta,

data terakhir 24 Januari 2023 dapat dilihat di tabel dibawah ini:
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Susunan Kepala Sub Bagian

Kepala dinas perdagangan

Veronica Ambar Ismuwardani,
S.I.P

Sekretaris

Jalaludin, S.Sos, M.Si

Kepala Sub Bagian Keuangan

Nuning Uswatun Khasanah,S.P.

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

Anis Suprianti, S.I.P.

Kepala Bidang Bimbingan
Usaha

Promosi dan Pendidikan
perdagangan

Benedik Cahyo Santosa, S.1.P

Kepala Bidang Pasar Rakyat

Gunawan Nugroho
Utomo,S.E,Akt.M.M

Kepala Bidang Ketersediaan
Pengawasan dan Pengendalian
perdagangan

Sri Riswanti, S.E.

Kepala UPT Metrologi Legal

Bambang Yuhana, S.T.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPT Metrologi Legal

Imam Budi Santosa, S.P

Kepala UPT Wilayah |

Bakoh Tupon Langkihadi

Kepala UPT Wiayah Il

Nastuti, B.Sc

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPT Pasty

Antoni Prasetyo, A.Md

Tabel 4.2

Susunan Kepegawaian

No.

Nama Bidang

Jumlah

A. Sekretaris

Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Analis Tata Usaha
2. Pranata SDM Aparatur
3. Administrasi Kepegawaian/Pengelolaan Kepegawaian 1
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No.

Nama Bidang

Jumlah

Administrasi

1

Administrasi Sarana dan Prasarana

Pramu Bakti

Pramu Kebersihan

N oo~

Pengelola Teknologi Informasi

Jumlah

Ol RN R -

Kepala Sub. Bagian Keuangan

Bendahara

Verifikator Keuangan

Administrasi Keuangan

Pengolah Data Laporan Kas

Pengelola Akuntansi

S e I A

Pengelola Gaji

Jumlah

O PPN RPN

Sub. Koordinator  Perencanaan, Evaluasi, dan
Pelaporan (Perencanaan Muda)

Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pengelola Data

Administrasi Perencanaan dan Program

Jumlah

N LS

B. Kepala Bidang Bimbingan Usaha dan Kemitraan Perdagangan

Sub. Koordinator Bimbingan Usaha
Perdagangan
(Analis Kebijakan Muda)

Analis Perdagangan

Pengelola Fasilitas dan Mediasi Pembangunan Usaha
Perdagangan Ekspor-Impor

Administrasi Kebutuhan Impor

Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah

C. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan

Sub. Koordinator = Pengawasan  Perdagangan
(Analis Kebijakan Muda)

Pengawas Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Administrasi Pengamanan dan Perlindungan akses
pasar
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No. Nama Bidang Jumlah
Jumlah 3
Sub. Koordinator Ketersediaan dan Pengendalian
Harga (Analis Kebijakan Muda)
1. Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar 1
2. Pengelola Distribusi dan Pemasaran 1
Jumlah
D. Kepala Bidang Pasar Rakyat
Sub. Koordinator Sarana dan Prasarana Pasar
(Analis Kebijakan Muda)
1. Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana 1
2. Pengelola Bangunan Gedung 2
3. Administrasi Program dan Kerjasama 1
4. Teknisi Sarana dan Prasarana 9
5. Tenaga Lapangan 14
Jumlah 27
Sub. Koordinator Kebersihan dan Keamanan
Pasar (Analis Kebijakan Muda)
1. Analis Keamanan 1
2. Pengelola Penataan Sampah 10
3. Administrasi Umum 2
4. Pengemudi 9
5. Pramu Kebersihan 167
6. Pramu Keamanan 133
7. Komandan Petugas Keamanan 4
Jumlah 326
Sub. Koordinator Pembinaan dan Penataan
Pasar
(Analis Kebijakan Muda)
1. Analis Pasar 1
2. Analis Pajak dan Retribusi Daerah 1
3. Pengelola Pasar 1
4, Administrasi Nota Penghitungan Pajak dan Retribusi 5
5. Pranata Teknologi Informasi Komputer 4
6. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan 1
Jumlah 13
E. Jabatan Fungsional
1. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil 1
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Yogyakarta)

No. Nama Bidang Jumlah
2. Perencanaan Ahli Muda 1
3. Analis Kebijakan Ahli Muda 7
4. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama 3
Jumlah 12
No. Formasi Hasil Jabatan Dinas UPT Jumlah
Dinas
1. | Jaabatan Pimpinan Tinggi 7 10 17
atama, dministrator,
Pengawas.
2. |Jabatan Sub JKoordinator/ 8 8
Fungsional
3. | Jabatan Pelaksana 385 153 583
4. | Jabatan Funsional 4 11 15
Jumlah 404 174 578
5. Fasilitas/Sarana prasarana Dinas Perdagangan (Pasar Beringharjo

Sarana merupakan falilitas yang dipakai secara langsung (utama),

sedangkan prasarana merupakan fasilitas penunjang dari sarana. Sarana

adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai

maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang

menunjang terselenggaranya suatu proses tersebut.

a. Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta berada di lantai 3 (Tiga),

Prasarana di Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta yaitu sebagai

berikut:
1) Parkiran
2) Musola

3) Perpustakaan



4)
5)
6)
7)
8)

9)

Ruang Kepala Dinas
Ruang Rapat

Ruang Arsip

Ruang Radio

Klinik Kesehatan

Ruang Front Office

10) Ruang Staf

11) Ruang Foto Copy

12) Ruang Dapur

25

Sarana di Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta yaitu sebagai berikut:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Kursi Tunggu

Printer

Komputer

AC

CCTV

Kipas Angin

Lemari Arsip

Alat Komunikasi Telephone

Alat Pemadam Kebakaran

10) Alat Laboratorium Penunjang

11) Alat Kantor Lainnya
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B. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan sarana dan prasarana di Dinas Perdagangan merupakan
kegiatan yang penting untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas
Perdagangan dalam melayani masyarakat. Berikut adalah penjelasan
secara detail mengenai cara pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana
di Dinas Perdagangan:
a. Perencanaan:

1) Identifikasi Kebutuhan:

a) Melakukan inventarisasi sarana dan prasarana yang ada,
termasuk kondisi dan usianya.

b) Menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan
proyeksi pertumbuhan ekonomi, perkembangan
perdagangan, dan perubahan kebijakan pemerintah.

c) Melakukan konsultasi dengan para pemangku kepentingan,
seperti pedagang, pelaku usaha, dan masyarakat umum.

2) Penyusunan Program

a) Menyusun program pengelolaan sarana dan prasaranayang
memuat kegiatan pengadaan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan
pengembangan.

b) Menetapkan target dan indikator kinerja untuk setiap

kegiatan.
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c) Menyusun anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan
program.

Penyusunan Anggaran

a) Menghitung biaya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan
dalam program.

b) Menyesuaikan anggaran dengan pagu anggaran yang
tersedia.

c) Menyusun rincian anggaran belanja (RAB) untuk setiap

kegiatan.

b. Pengadaan:

1)

2)

3)

Pemilihan Metode Pengadaan

a) Memilih metode pengadaan yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, seperti pengadaan langsung,
tender, atau lelang.

b) Mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai proyek, waktu,
dan kompleksitas pekerjaan.

Pelaksanaan Pengadaan

a) Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana sesuai
dengan metode yang telah dipilih.

b) Memastikan proses pengadaan berjalan dengan transparan
dan akuntabel.

Penerimaan dan Serah Terima



28

a) Melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap sarana dan

prasarana yang telah diadakan.

b) Melakukan serah terima barang dan jasa dari penyedia

kepada Dinas Perdagangan.

Pemeliharaan:

1) Pemeliharaan Rutin
1) Melakukan pembersinan dan perawatan sarana dan
prasarana secara berkala.
2) Melakukan pemeriksaan dan perbaikan kecil pada sarana dan
prasarana.
2) Pemiliharaan Berkala
a) Melakukan pemeriksaan dan perbaikan besar pada
sarana dan prasarana secara berkala.
b) Melakukan kalibrasi dan pengujian terhadap peralatan dan
instrumen.
3) Perbaikan
a) Melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi pada
sarana dan prasarana.
b) Mengganti suku cadang yang rusak.
Pengembangan:

1) Pengembangan Sarana dan Prasarana

a) Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana baru

untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
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b) Melakukan modernisasi dan revitalisasi sarana dan prasarana
yang ada.

Peningkatan Kapasitas

a) Melakukan pelatihan dan pengembangan SDM untuk
pengelolaan sarana dan prasarana yang lebih baik.

b) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang

operasi, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan prasarana.

Monitoring dan Evaluasi

1) Monitoring
a) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
program pengelolaan sarana dan prasarana.
b) Memantau kemajuan dan kendala  dalam pelaksanaan
program.
2) Evaluasi
a) Melakukan evaluasi terhadap program pengelolaan sarana
dan prasarana untuk mengetahui tingkat efektivitas dan
efisiensi.
b) Menyusun rekomendasi untuk perbaikan program di masa
depan.
Dokumentasi:
1) Seluruh kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana harus

didokumentasikan dengan baik.
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2) Dokumentasi ini dapat digunakan untuk bahan evaluasi, audit, dan
pertanggungjawaban.
g. Contoh kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana di dinas
perdagangan, sebagai berikut :
1) Pembangunan dan rehabilitasi pasar
2) Pengadaan peralatan dan perlengkapan pasar
3) Pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur pasar
4) Pembinaan dan pelatihan pedagang
5) Promosi dan pengembangan pasar
Pemerintah melakukan pembinaan teknik pemantauan koordinasi sarana
pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan sarana perdagangan melalui
berbagai cara, antara lain:
1) Pembinaan Teknis
Pengertian pembinaan itu sendiri adalah usaha , tindakan, dan
kegiatan yang berupa pelatihan yang dilakukan secara efisien dan
efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan dapat
diartikan sebagai Upaya memelihara dan membawa suatu keadaan
yang seharusnya terjadi atau menjaga. keadaan sebagaimana
seharusnya. Pemerintah daerah khususnya Dinas Perdagangan,
Perindustrian, dan SDM Yogyakarta melakukan pembinaan teknis
kepada pedagang pasar terkait tentang revitalisasi pasar
tradisional,misalnya pembinaan teknis terhadap pengelolaan sarana

perdagangan serta pembinaan mengenai cara-cara berdagang yang
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baik dan benar. Dinas Perdagangan memiliki peran penting dalam

meningkatkan mutu dan daya saing pelaku usaha di sektor

perdagangan. Salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan

pembinaan teknis untuk membekali para pelaku usaha dengan

pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Berikut adalah

beberapa jenis pembinaan teknis yang umum dilakukan oleh Dinas

Perdagangan beserta contohnya:

1

1)

2)

3)

1)

2)

3)

Pembinaan Teknis Bidang Perizinan dan Pengawasan Usaha

a) Contoh:

Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait perizinan usaha
perdagangan.

Pelatihan pengisian formulir perizinan usaha secara offline.
Bimbingan teknis terkait tata cara pengawasan usaha

perdagangan.

Pembinaan Teknis Bidang Metrologi

Contoh:

Pelatihan tera/verifikasi alat ukur, takar, dan timbang (UTTP).
Sosialisasi tentang pentingnya tera/verifikasi UTTP untuk
melindungi konsumen.

Pembinaan kepada pelaku usaha terkait kewajiban tera/verifikasi
UTTP.

Pembinaan Teknis Bidang Promosi dan Pengembangan Usaha
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a) Contoh:
Pelatihan strategi pemasaran bagi pelaku usaha kecil dan
menengah (UKM).
Bimbingan teknis terkait pemanfaatan media sosial untuk
promosi usaha.
Pendampingan pelaku usaha dalam mengikuti pameran dan
promosi produk.
Pembinaan Teknis Bidang Kualitas Produk
a) Contoh:
1) Pelatihan penerapan Sistem Manajemen
Keamanan Pangan (SSKPM) bagi industri
pengolahan pangan.
2) Sosialisasi tentang standar mutu produk yang
wajib dipatuhi pelaku usaha.
3) Pembinaan kepada pelaku usaha terkait
penerapan Good Manufacturing Practice (GMP)
dan Hazard Analysis and Critical Control

Points (HACCP).
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5 Pembinaan Teknis Bidang Perlindungan Konsumen

a) Contoh:
1) Sosialisasi tentang hak dan kewajiban konsumen
2) Pelatihan penyelesaian sengketa konsumen

bagi pelaku usaha.
3) Pembinaan kepada pelaku usaha terkait

kewajiban pencantuman informasi produk

yang benar dan jelas.

6 Pembinaan Teknis Bidang Pengembangan Sumber
Daya Manusia (SDM), Contoh:
1) Pelatihan kepemimpinan dan manajemen bagi pelaku usaha.
2) Bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan usaha.
3) Pelatihan motivasi dan pengembangan diri bagi pelaku usaha.
4) Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian
Pemantauan adalah proses perbuatan mengamati, melihat,

memantau, mencatatat tentang apa yang ingin diketahui,
pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan
pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil
yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan
tersebut. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang
telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga
dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai

Pemerintah Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan SDM
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Yogyakarta melakukan pemantauan , pengawasan, dan
pengendalian terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan
sesuai dengan peruntukannya. Pemantauan dan pengawasan ini
dilakukan untuk melihat apakah penggunaan sarana distribusi
yang disediakan sudah benar- benar memadai dan dilakukan
sebagaimana tujuannya.

Dinas Perdagangan memiliki peran penting dalam
memastikan  kelancaran dan keadilan dalam kegiatan
perdagangan di suatu wilayah. Untuk mencapai tujuan tersebut,
Dinas Perdagangan perlu melakukan pematauan terhadap
berbagai aspek kegiatan perdagangan. Berikut beberapa jenis
pematauan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan beserta

contohnya.

1) Pematauan Harga Barang dan Jasa

a)

b)

Tujuan: Memastikan harga barang dan jasa yang diperdagangkan
berada pada tingkat yang wajar dan tidak merugikan konsumen.

Contoh : Melakukan sidak pasar tradisional dan modern untuk
memantau harga bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari.
Melakukan survei harga barang dan jasa secara berkala dan
menerbitkan informasi harga referensi kepada masyarakat.
Menindak tegas pedagang yang melakukan praktik monopoli,

oligopoli, dan penimbunan barang.
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2) Pematauan Ketersediaan Barang

a) Tujuan: Memastikan ketersediaan barang yang cukup untuk

b)

memenuhi kebutuhan masyarakat.

Contoh : Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk
memastikan kelancaran distribusi barang. Memantau stok barang di
gudang distributor dan pedagang besar. Melakukan operasi pasar
untuk mendistribusikan barang pokok ke daerah yang mengalami

kekurangan.

3) Pematauan Mutu Barang dan Jasa

a)

b)

Tujuan: Memastikan mutu barang dan jasa yang diperdagangkan
memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Contoh : Melakukan inspeksi dan pengujian terhadap produk-produk
yang beredar dipasaran. Menindak tegas pelaku usaha yang
memproduksi atau menjual barang dan jasa yang tidak memenuhi
standar mutu. Memberikan edukasi kepada pelaku usaha dan

masyarakat tentang pentingnya menjaga mutu barang dan jasa.

4) Pematauan Kegiatan Metrologi

a) Tujuan: Memastikan alat ukur, takar, dan timbang yang digunakan

dalam kegiatan perdagangan memenuhi standar ketepatan.

b) Contoh: Melakukan tera dan tera ulang terhadap alat ukur, takar, dan

timbang secara berkala. Menindak tegas pelaku usaha yang
menggunakan alat ukur, takar, dan timbang yang tidak memenuhi

standar ketepatan. Memberikan edukasi kepada pelaku usaha dan
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masyarakat tentang pentingnya menggunakan alat ukur, takar, dan
timbang yang tepat.
5) Pematauan Kegiatan Perlindungan Konsumen

a) Tujuan: Melindungi hak-hak konsumen dan memastikan konsumen
mendapatkan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang
wajar.

b) Contoh : Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak dan
kewajiban konsumen. Menangani pengaduan konsumen yang terkait
dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Melakukan mediasi dan
fasilitasi penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

6) Pematauan Kegiatan Penataan Pasar

a) Tujuan: Menciptakan pasar yang aman, nyaman,
dan tertib untuk kegiatan perdagangan.
b) Contoh:
1. Melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan
di tempat yang tidak semestinya.
2. Membangun dan memelihara infrastruktur pasar, seperti jalan,
saluran air, dan tempat pembuangan sampah.
3. Meningkatkan kebersihan dan keamanan pasar
Berikut adalah beberapa jenis pengawasan yang dilakukan oleh
Dinas Perdagangan.
1) Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Yang Diawasi

a) Pengawasan terhadap SNI Wajib:



b) Melakukan inspeksi ke pelaku usaha
c) untuk memastikan penerapan SNI Wajib.
Mengambil sampel produk untuk pengujian
di laboratorium.
d) Memberikan sanksi kepada pelaku usaha
yang tidak mematuhi ketentuan SNI Wajib.
2) Pengawasan terhadap Label dan Barang yang Diatur
Tata Niaganya:
a) Melakukan pemeriksaan terhadap penandaan dan
informasi produk.
b) Memastikan bahwa produk yang diperdagangkan
telah memenuhi persyaratan tata niaga.
c) Melakukan penindakan terhadap pelaku usaha
yang melanggar ketentuan tata niaga.
3) Pengawasan terhadap Tertib Niaga:
a) Melakukan pemantauan harga barang
di pasaran.

b) Mencegah terjadinya praktik
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monopoli,oligopoli, dan praktek usaha tidak sehat lainnya.

c) Menindak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tertib

niaga.
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1. Pengawasan Kegiatan Usaha Perdagangan
1) Pengawasan terhadap Perizinan Usaha Perdagangan:

a) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan

perizinan usaha perdagangan.

b) Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha
untuk meningkatkan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan.

c) Menindak pelaku usaha yang tidak

miliki izin usaha perdagangan.

2) Pengawasan terhadap Kegiatan Promosi

dan Periklanan:

a) Memastikan bahwa promosi dan periklanan
yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak
menyesatkan konsumen.

b) Melarang praktik promosi dan periklanan
yang tidak sehat.
c) Menindak pelaku usaha yang
melanggar ketentuan promosi dan periklanan.
3) Pengawasan terhadap Kegiatan Penjualan Langsung:
a) Memastikan bahwa kegiatan penjualan
langsung dilakukan dengan benar dan
tidak merugikan konsumen.

b) Melarang praktik penjualan langsung
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yang menyesatkan konsumen.
c) Menindak pelaku usaha yang
melanggar ketentuan penjualan langsung.
2. Pengawasan terhadap Kebersihan Pasar
1) Pengawasan terhadap Kebersihan dan
Ketertiban Pasar:
a) Melakukan inspeksi terhadap kebersihan
dan ketertiban pasar.
b) Memastikan bahwa pasar dalam keadaan
bersih dan tertib.
c) Menindak pedagang yang melanggar
ketentuan kebersihan dan ketertiban pasar.
2 ) Pengawasan terhadap Fasilitas Pasar:
a) Melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas pasar.
b) Memastikan bahwa fasilitas pasar
berfungsi dengan baik.
c) Memperbaiki fasilitas pasar yang rusak.
3) Pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima:
a) Melakukan penertiban terhadap pedagang
kaki lima yang berjualan di tempat yang
tidak semestinya.
b) Memfasilitasi pedagang kaki lima

untuk berjualan di tempat yang disediakan.
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c) Memberikan pembinaan kepada pedagang
kaki lima untuk meningkatkan
kualitas usahanya.

Dinas Perdagangan memiliki peran penting dalam menjaga
kelancaran dan stabilitas kegiatan perdagangan di suatu daerah.
Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai upaya
pengendalian untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai
dengan peraturan yang berlaku dan mencapai tujuan yang
diharapkan. Berikut adalah beberapa jenis pengendalian di Dinas
Perdagangan.

1. Pengendalian Internal.
a) Pengendalian atas Perencanaan dan Penganggaran.
Contoh : Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran
Dinas (RKAD) vyang jelas dan terukur, dengan
memperhatikan anggaran yang tersedia dan kebutuhan
riil dinas.

b) Pengendalian atas Pelaksanaan Kegiatan:

Contoh : Penerapan mekanisme pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan, seperti pemeriksa lapangan,
pelaporan berkala, dan evaluasi kinerja.

c) Pengendalian atas Pelaporan Keuangan.
Contoh : Penyusunan laporan keuangan yang akurat

dan tepat waktu, sesuai dengan Standar Akuntansi
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Pemerintahan (SAP) dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

d) Pengendalian atas Pengadaan Barang dan Jasa
Contoh : Penerapan mekanisme pelelangan atau
pemilihan penyedia barang/jasa yang transparan dan
akuntabel, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e) Pengendalian atas Pengelolaan Aset
Contoh : Pencatatan dan inventarisasi aset yang tertib
dan akurat, serta penerapan sistem pengendalian
internal untuk mencegah penyalahgunaan aset.
2. Pengendalian Eksternal.
a) Pengendalian atas Pasar Tradisional
Contoh : penertiban pedagang kaki lima (PKL), penataan
pasar tradisional, dan pengawasan terhadap kualitas
barang dan jasa yang diperdagangkan.
b) Pengendalian atas Distribusi Barang
Contoh : Pemberian izin usaha bagi distributor,
pengawasan terhadap harga barang pokok, dan
pelaksanaan operasi pasar untuk menjaga stabilitas

harga.
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c) Pengendalian atas Perlindungan Konsumen
Contoh : Sosialisasi hak-hak konsumen, penerimaan
pengaduan konsumen, dan penindakan terhadap pelaku
usaha yang melanggar hak-hak konsumen.
d) Pengendalian atas Metrologi
Contoh : Tera dan tera ulang alat ukur, pengawasan
terhadap peredaran alat ukur yang tidak tera/tera ulang,
dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
3. Pengendalian Teknis
a) Penggunaan Teknologi Informasi
Contoh: Penerapan sistem informasi manajemen (S1M)
untuk mendukung proses bisnis di Dinas Perdagangan,
seperti e-procurement, e-monitoring, dan e-reporting.
b) Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)
Contoh: Pengawasan terhadap penerapan SNI untuk
produk-produk yang diperdagangkan, seperti produk
makanan, minuman, dan tekstil.
c) Penerapan Manajemen Mutu
Contoh: Penerapan 1SO 9001 di lingkungan
Dinas Perdagangan untuk meningkatkan

kualitas layanan kepada masyarakat.
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2) Kordinasi Sarana Pendukung

Koordinasi adalah kegiatan yang dikerjakan oleh banyak
pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai
suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak
agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik mengganggu
pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Koordinasi yang
dilakukan dalam hal ini mengatur sarana pendukung dalam
revitalisasi pasar traisional seperti mengelompokkan berdasarkan
jenis dagangan yang dijual sehinggga masyarakat dapat dengan

mudah menemukan kebutuhan yang diinginkan.



BAB V

PENUTUP

A. Keimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di sampaikan

pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pekaksanaan

pengelolaan sarpras di dinas perdagangan sebagai berikut:

1.

Pemantauan, pengawasan, dan pengendalian, pengelolaan sarana
perdagangan juga sudah dilakukan dengan memantau penggunaan sarana
dan prasarana yang sudah disediakan, pengawasan dilakukan untuk
melihat fasilitas yang disediakan sudah sesuai dena fungsinya, pengawasan
dilakukan untuk pengambilan tindakan dari hasil yang dilakukan kemudian
jiga masih terulang aja diperbaiki dan ditindak lanjuti.

Koordinasi sarana pendukung, penyedia sarana pendukung dikoordinir
dengan melihat penggunaan sarana tersebut sudah sesuai dengan
tujuannya, kemudian mengkoordinir dagangan berdasarkan golongan
jenisnya. Kordinasu berati kegiatan yang terdiri dari beberapa pihak yang
sederajat bekerjasama membentuk suatu tujuan demi kesepakatan
bersama. Misalnya dalam hal ini menggolongkan dagangan berdasarkan
tujuannya. Hal ini dapat memudahkan pembeli dalam menemukan
kebutuhan yang diinginkan sehingga masyarakat yang berkunjung ke pasar

tradisional dapat dengan nyaman dan aman dalam berbelanja.
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B. Saran

Berdasarakan hasil penelitian yang telah di lakukan, makan penulis

mencoba mengajukan beberapa rekomendasi terkait pelaksanaan pengelolaan

sarana dan prasarana (sarpras) di dinas perdagangan Yogyakarta.

1.

Penulis mengharapkan untuk Dinas perdagangan Yogyakarta, untuk
mempertahankan kekompakan kerjanya dalam tim, karena penulis
perhatian setiap pekerjaan yang dilakukan tidak akan dapat terselesaikan
dengan mudah tanpa adanya bantuan dari anggota kerja lainya.

Penulis menyarankan agar dinas perdagangan Yogyakarta, disiplin dalam
bekerja, agar dapat mempertahankan kinerja dan meningkatkan kualitas
kinerja yang bermutu serta mampu menjadi yang lebih baik lagi dengan
melakukan evaluasi.

Sebaiknya memberikan kepercayaan kepada mahasiswa magang,
misalnya dengan memberikan tugas yang menyakut dengan tugas pokok
yang biasa dikerjakan oleh pengawai, atau melakukan suatu analisis
terhadap permasalahan yang ada agar mahasiswa benarbenar ikut
memahami bagaimana kerja di Dinas perdagangan Yogyakarta
sesungguhnya.

Untuk fungsi pemeliharaan pada sarana dan prasarana di dinas
perdagangan Yogyakarta, sebaiknya melakukan penataan dan
pembersihan gudang, kemudian peralatan ditata sesuai dengan jenis
peralatan itu sendiri atau dapat dilakukan dengan membuat sekat antara

jenis peralatan satu dengan peralatan lainya. Hal tersebut akan membuat
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gudang terlihat rapi dan memindahkan petugas gudang pada saat

mengambil peralatan yang dibutuhkan
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